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ABSTRAK 
 
 

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang kompleks dengan 
keberagaman cara meneruskan harta warisan kepada ahli waris, warisan yang 
diberikan juga diikuti oleh segala hak dan kewajiban bagi penerima waris karena 
warisan dalam waris adat tidak hanya bersifat materi semata. Pada pokok 
permasalahan yang pertama (1) Bagaimana pembagian harta waris Almarhum 
Nyoman Putra kepada Ahli waris Menurut Hukum Adat Bali? (2) Apakah Isi Amar 
putusan Mahkamah Agung No. 176/PDT.G/ 2014/PN.Dps tentang pembagian harta 
waris sudah sesuai atau tidak menurut hukum Adat Bali? Untuk menjawab pokok 
permasalahan tersebut di analisis secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, 
serta menggunakan data sekunder. Analisis ini dilakukan secara kualitatif. 
Berdasarkan hasil analisis pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan 
patrilineal, anak laki-laki adalah pihak yang berhak untuk menerima warisan. 
Dengan keluarnya peraturan Keputusan Majelis Desa Pakraman Bali Nomor 
01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP 
(Majelis Desa Pakraman) Bali. bahwa kedudukan anak perempuan mempunyai 
persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang perwarisan. Didalam 
Putusan Nomor. 176/PDT.G/ 2014/PN.Dps ini tidak sesuai dengan sistem 
pewarisan hukum adat bali yang sesungguhnya, karena kehidupan masyarakat bali 
yang sangat erat kaitannya dengan agama hindu sebagai mayorat agama di bali 
 
Kata Kunci : Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang 

terdiri dari banyak pulau dengan 

beragam suku bangsa, adat istiadat, 

bahasa, serta budaya, Keragaman 

tersebut tercipta salah satunya karena 

adanya pengaruh dari perbedaan 

lingkungan hidup dan kebiasaan 

masyarakatnya. Kebiasaan tersebut 

pada akhirnya akan menghasilkan 

aturan-aturan sebagai pedoman 

bertingkah laku bagi masyarakatnya 

yang biasa disebut dengan adat atau 

hukum adat. Hukum adat adalah 

hukum yang tidak tertulis karena 

keseluruhan adat tersebut hidup dalam 

masyarakat berupa kesusilaan, 

kebiasaan, dan kelaziman yang dapat 

mempunyai suatu akibat hukum.1 

Masyarakat yang menjalankan dan 

melaksanakan hukum adat dalam 

kesehariannya, biasa disebut dengan 

masyarakat hukum adat. Menurut Ter 

Haar, masyarakat hukum adat atau 

persekutuan merupakan gerombolan 

yang teratur bersifat tetap dengan 

 
1 A. Suriyaman Mustari Pide Hukum Adat 

Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), h. 5.  

2 Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum 
Adat [Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht], 

mempunyai kekuasaan sendiri, pula 

kekayaan sendiri berupa benda yang 

kelihatan dan tidak kelihatan. 2 

Masyarakat hukum adat atau 

persekutuan hukum adat di Indonesia 

dapat digolongkan menjadi dua yaitu 

masyarakat hukum adat yang terikat 

atas dasar faktor territorial (daerah) 

dan faktor genealogis (keturunan). 

Masyarakat hukum territorial 

merupakan masyarakat yang 

keterikatan pada anggotanya 

didasarkan pada suatu wilayah atau 

daerah tertentu, seperti suku bangsa 

Gayo di Aceh.3 Kemudian yang 

dimaksud dengan masyarakat hukum 

genealogis merupakan suatu kesatuan 

masyarakat yang para anggotanya 

terikat pada satu garis keturunan yang 

sama dari satu leluhur, baik secara 

langsung karena pertalian (keturunan) 

atau secara tidak langsung karena 

pertalian perkawinan atau pertalian 

adat.4 Selain kedua macam 

masyarakat hukum adat tersebut, 

terdapat satu macam masyarakat yang 

merupakan gabungan dari kedua 

diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2013), h. 7.  

3 Ibid., h. 8. 
4 A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat 

Dahulu, Kini dan Akan Datang, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), hlm. 5. 
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masyarakat tersebut, yaitu masyarakat 

hukum genealogis-territorial.5 Yang 

dimaksud dengan masyarakat 

genealogis-territorial adalah kesatuan 

masyarakat yang para anggotanya 

tidak hanya terikat pada tempat 

kediaman, melainkan terikat pula pada 

hubungan keturunan dalam ikatan 

pertalian darah dan atau kekerabataan, 

seperti masyarakat kuria dan huta-huta 

di lingkungan masyarakat Tapanuli 

Selatan. 6  

Bali menganut prinsip garis 

keturunan patrilineal beralih-alih 

yakni, walaupun masyarakatnya 

ditinjau dari segi kekeluargaannya 

bercorak patrilineal namun 

mempunyai cara menarik garis 

keturunan yang memungkinkan bagi 

mereka melalui saluran seorang 

perempuan tergantung kepada bentuk 

perkawinan penyalur atau penghubung 

itu.7 Agama Hindu dan Adat Bali 

merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Dalam agama Hindu, 

 
5 R. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, 

(Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 51 
6 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia 

Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan hukum di 
Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h 83. 

7 Ibid., h. 50. 
8 Siti Maria, et.al, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, Pandangan Generasi Muda 

purusa diartikan sebagai jiwa dan 

pradana sebagai raga. Kemudian 

dalam perkembangannya, yaitu dalam 

adat bali purusa diartikan sebagai laki-

laki dan pradana diartikan sebagai 

perempuan.8 

Namun, dalam perkembangannya 

hukum adat Bali mengalami beberapa 

perubahan. Sanksi bagi perkawinan 

beda kasta sudah dihapuskan melalui 

keputusan DPRD Bali no 11 tahun 

1951.9 Dan perempuan dimungkinkan 

untuk menjalankan swadharmanya di 

keluarga asal. Sebelumnya pada tahun 

1927 terdapat paruman atau 

pertemuan antara residen Raja Bali 

dan Lombok yang meringankan 

perkawinan beda kasta lalu DPRD 

Bali yang turut mewakili pemuka-

pemuka adat bali menghapus sanksi 

bagi perkawinan beda kasta. Mereka 

yang dikategorikan ninggal kadaton 

penuh tidak berhak sama sekali atas 

harta warisan.  

Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota 
Denpasar, (Jakarta: CV Pialamas Permai, 1998), hlm. 
70.  

9 I ketut Sudantra (a), Tri Semaya Hukum Adat 
Bali: Potret Perkembangan Hak Perempuan Bali 
Dalam Hukum Keluarga, h. 13. 
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Berdasarkan uraian diatas maka 

penulis tertarik untuk mengkaji dan 

meneliti lebih lanjut dengan membuat 

skripsi yang berjudul  “Analisis 

Yuridis Terhadap Penentuan Harta 

Warisan Kepada Para Ahli Waris 

Menurut Hukum Adat Bali (Studi 

Kasus Putusan Mahkamah Agung 

176/PDT.G/2014/PN.Dps)”. 

 

2. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

akan dikemukakan pokok 

permasalahan dalam penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana pembagian harta waris 

Almarhum Nyoman Putra kepada 

Ahli waris Menurut Hukum Adat 

Bali? 

b. Apakah Isi Amar putusan 

Mahkamah Agung No. 

176/PDT.G/ 2014/PN.Dps tentang 

pembagian harta waris sudah sesuai 

atau tidak menurut hukum Adat 

Bali? 

 

B. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian  

Objek Penelitian tentang “Analisis 

Yuridis Terhadap Penentuan Harta 

Warisan Kepada Para Ahli Waris 

Menurut Hukum Adat Bali (Studi 

Kasus Putusan Mahkamah Agung 

176/PDT.G/2014/ PN.Dps)” 

merupakan penelitian yuridis- 

normatif,maka penelitian ini berbasis 

pada analisis putusan, baik hukum 

dalam peraturan perundang-undangan 

maupun hukum dalam putusan 

pengadilan dengan demikian objek 

yang akan dianalisa adalah norma 

hukum adat antara putusan yang 

dijatuhkan oleh hakim dengan 

kententuan-kententuan dalam hukum 

waris adat yang berlaku. 

2. Tipe Penelitian 

Penelitian yang akan diteliti 

mengenai “Analisis Yuridis Terhadap 

Penentuan Harta Warisan Kepada Para 

Ahli Waris Menurut Hukum Adat Bali 

(Studi Kasus Putusan Mahkamah 

Agung 176/PDT.G/2014/PN.Dps)” 

merupakan suatu penelitian yuridis 

normatif, yaitu penelitian yang 

pengkajiannya didasarkan dan 

difokuskan kepada kaidah-kaidah dan 

norma-norma hukum positif.  

3. Sifat Penelitian  

Sifat dari penelitian ini adalah 

deskriptif analitis. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang 

menggambarkan suatu fakta, keadaan 
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atau gejala-gejala lainnya yang 

berdasarkan kenyataan.  Hal pertama 

yang dapat dilakukan saat melakukan 

penelitian bersifat deskriptif analitis 

adalah menggambarkan suatu 

permasalahan yang secara fakta terjadi 

dan memusatkan perhatian kepada 

masalah-masalah tersebut. Hasil 

penelitian tersebut kemudian dapat 

diolah dan dianalisis sehingga akan 

diperoleh sebuah kesimpulan. 

4. Data dan Sumber Data  

Berdasarkan jenis dan bentuknya, 

data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan sekunder 

yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan. Namun demikian, untuk 

melengkapi atau mendukung analisis 

data sekunder, tetap diperlukan 

wawancara dengan beberapa informan 

yang dinilai memahami beberapa 

konsep atau pemikiran yang ada dalam 

data sekunder, sejauh dalam batas-

batas metode penelitian normatif10 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-

bahan hukum yang sifatnya 

mengikat  yakni dengan 

mengunakan aturan Hukum Adat 

 
10 Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Pedoman 

Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Universitas Trisakti, 
2018), h. 84, mengutip Chai Podhista, “Theoritical, 
Terminological, and Philosophical issue in 

Bali, Hukum Waris Adat Bali, 

Putusan Mahkamah Agung 

176/PDT.G/2014/PN.Dps) 

b. Bahan Hukum Sekunder, yang 

memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Diantaranya: 

Bahan-bahan kepustakaan, bahan-

bahan perkuliahan, artikel dari 

internet serta buku-buku lain 

tentang Hukum Waris Adat. Untuk 

melengkapi informasi tentang 

penentuan harta warisan kepada 

ahli waris menurut adat bali. 

5. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan 

melalui studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan dilakukan  di beberapa 

tempat, seperti perpustakaan 

Universitas Indonesia, perpustakaan 

Universitas Trisakti, buku-buku 

mengenai waris adat, maupun 

mengakses data dari internet..  

6. Analisis Data 

Data hasil penelitian ini dianalisis 

secara kualitatif. Analisis data secara 

kualitatif adalah suatu metode analisis 

data yang mengelompokan dan 

menyelidiki data yang diperoleh dari 

Qualitative Research”, dalam Attig, et.al. A Field 
Manual On Selected QualitativeResearch Methods 
(Thailand: institute for Population and Social 
Research, Mahidol University, 1991), h.7. 
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penelitian lapangan menurut kualitas 

dan kebenarannya sehingga dapat 

dihubungkan dengan teori 

permasalahan dan memperoleh 

jawabatan atas permasalahan yang 

diajukan.11 

Artinya data kepustakaan 

diidentifikasi dan dianalisis secara 

mendalam, komprehensif dan menjadi 

satu kesatuan yang bulat, sehingga 

dapat memperoleh kesimpulan yang 

tepat sesuai dengan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini.  

6. Cara Penarikan Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan dilakukan 

dengan menggunakan logika deduktif, 

artinya adalah metode menarik 

kesimpulan yang bersifat khusus dari 

pernyataan-pernyataan yang sifatnya 

umum. Metode ini dilakukan dengan 

cara menganalisis pengertian atau 

konsep-konsep umum antara lain 

mengenai konsep tentang Waris Adat 

di Bali, Adapun tentang konsep yang 

sifatnya umum akan dianalisis secara 

khusus dari Penentuan Hak Waris 

Kepada Ahli Waris Menurut Hukum 

Adat Bali  

 

 
11 Ibid, h. 87. 

C. ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN 
ANAK PEREMPUAN DAN ANAK 
LAKI-LAKI DALAM MEWARIS 
BERDASARKAN HUKUM WARIS 
ADAT BALI  
1. Kedudukan Anak Perempuan dan 

Anak Laki-Laki Dalam Mewaris 

Menurut Hukum Adat Bali 

Hukum Waris Adat di Indonesia 

bersifat pluralistic, disebabkan karena 

adanya perbedaan budaya yang ada 

dalam masyarakat di Indonesia. 

Perbedaan tersebut dikarenakan 

banyaknya suku dan kelompok etnis di 

Indonesia yang mana memiliki Sistem 

Kekerabatan yang berbeda-beda pula 

dan sistem kekerabatan tersebut 

mempengaruhi dalam pembagian 

waris menurut adat. Sistem 

kekerabatan di Indonesia menurut 

hukum adat dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Sistim Patrilineal, yaitu sistim 

persaingan yang ditarik menurut 

garis bapak, di mana kedudukan 

pria lebih menonjol dari pada 

kedudukan wanita di dalam 

pewarisan 

b. Sistim Matrilinial, yaitu sistim 

persaingan yang ditarik menurut 

garis ibu, dimana kedudukan 

wanita lebih menonjol pengaruhnya 
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dari kedudukan pria dalam 

pewarisan 

c. Sistim Parental Atau Bilateral, 

yaitu sistim hubungan yang diambil 

menurut garis orang tua, atau 

menurut garis dua sisi (bapak-ibu), 

di mana kedudukan pria dan wanita 

tidak dibungkus dalam pewarisan 

Dengan demikian, berdasarkan 

keputusan MUDP didalam kasus 

tersebut yang menjadi ahli waris dari 

Almarhum Nyoman Putra dan Ni 

made Raka kipeg adalah Putu Gede 

Swamba, Made Sugiartha, Made 

Sukma Rahyana (anak laki-laki 

keturunan dari Nyoman Gede July 

Adnyana Putra (almarhum), Putu 

Yama Raditya dan Made Bisama 

Widura (anak laki-laki keturunan dan 

Ketut Gede Budhiasa (almarhum), Dr. 

Gede Putu Meiyadnya Agus Lokajaya 

Poetra. Dan untuk anak perempuan 

yang belum menikah yaitu Putu Ayu 

Aryaningsih Sementara anak yang 

telah kawin keluar yaitu Made 

Arnasih, Nyoman Sumetri 

(Almarhum), Ketut Suciati, Putu 

Setiarini, Dian Tan Ningsih, Andyani. 

Mereka mempunyai hak yang sama 

terhadap harta gunakaya orang tuanya. 

Tetapi pada anak perempuan yang 

telah kawin keluar hanya 

mendapatkan separuh dari bagian anak 

yang lainnya, karena berdasarkan asas 

ategen asuwun yaitu dua berbanding 

satu yang diterapkan bagi mereka yang 

ninggal kadaton terbatas dan anak 

yang berstatus sebagai pradana 

2. Analisis Terhadap Hakim 

Pengadilan Negeri Sudah Tepat 

atau Tidak Dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor 

176/PDT.G/2014/PN.Dps 

Berdasarkan amar putusan 

Pengadilan Negeri Denpasar dalam 

memutuskan perkara Nomor 

176/PDT.G/2014/PN.Dps tentang 

Pembagian Warisan di Bali sebagai 

berikut 

a. Menerima dan mengabulkan 

gugatan Para Penggugat untuk 

seluruhnya 

b. Menyatakan obyek sengketa berupa 

sebidang tanah beserta bangunan 

yang berdiri diatasnya, 

sebagaimana tercatat dalam 

sertipikat hak milik (SHM) nomor 

669/Desa Pemecutan Klod, gambar 

situasi nomor 3747/1989, 

tertanggal 25 April 1989, seluas ± 

900 m2, atas nama pemegang hak 

Ni Made Raka Kipeg (ibu kandung 
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Para Penggugat dan Tergugat), 

yang terletak di Desa/Kelurahan 

Pemecutan Kiod, Kecamatan 

Denpasar Barat, Kota Denpasar, 

Provinsi Bali  

c. Menyatakan obyek sengketa adalah 

harta wanisan/peninggalan yang 

belum terbagi dari Nyoman Putra 

(almarhum) dan Ni Made Raka 

Kipeg (almarhum) 

d. Menyatakan secara hukum Putu 

Gede Swamba, Made Sugiartha 

(“Tergugat”), Made Sukma 

Rahyana, Putu Yama Raditya, 

Made Bisama Widura (Penggugat 

3), Dr. Gede Putu Meiyadnya 

(“Penggugat 2”); dan Agus 

Lokajaya Poetra (“Penggugat 1”) 

merupakan ahil waris yang sah dari 

Nyoman Putra (almarhum) dan Ni 

Made Raka Kipeg (almarhum) 

e. Menghukum Tergugat untuk 

menandatangani surat-surat atau 

dokumen berkas balk surat atau 

dokumen yang berupa surat 

pernyataan/keterangan waris 

maupun surat pernyataan silsiIah, 

dan/atau surat-surat atau dokumen 

berkas terkait lainnya, yang 

berhubungan dengan proses 

pengurusan balik nama dan proses 

persertipikatan SlIM atas obyek 

sengketa, agar dapat dilakukan 

pembagian menurut hukum waris 

adat Bali 

f. Menyatakan secara hukum bahwa 

putusan perkara ini dapat 

dilaksanakan lebih dahulu 

meskipun ada upaya hukum lain 

(verzet,banding dan kasasi) dari 

Tergugat 

g. Menghukum kepada Tergugat 

untuk tunduk dan patuh terhadap 

putusan perkara ini 

h. Menghukum kepada Tergugat 

untuk membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam perkara ini 

i. Menghukum Para Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus 

Sembilan puluh satu ribu rupiah 

j. Menyatakan gugatan para 

Penggugat tidak dapat di terima 

Dalam hal ini, seharusnya hukum 

yang dapat dipakai sebagai pedoman 

oleh para penegak hukum (Hakim) 

maupun para penegak hukum adat 

(prajuru) Desa Pakraman di Bali 

mengenai masalah warisan pada kasus 

putusan pengadilan negeri Nomor 

176/PDT.G/2014/PN.Dps yaitu 
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keputusan Majelis Utama Desa 

Pakraman Bali yang dimana 

keputusan ini telah di terbitkan dan 

disahkan pada tanggal 15 Oktober 

2010 di Bali dan Para pihak didalam 

kasus ini adalah dari masyarakat adat 

bali dan sengketa ini juga terjadi 

didalam lingkungan adat bali, jadi 

menurut penulis tidak sesuai bila 

hakim dalam memutuskan putusan 

pengadilan negeri tidak menggunakan 

Keputusan Pesamuhan Agung III 

Majelis Utama Desa Pakraman 

(MUDP) Bali no 01/Kep/PSM-3/MDP 

Bali/X/2010 ,bila menggunakan 

keputusan Majelis Utama Desa 

Pakraman (MUDP) maka dalam hal 

pembagian harta warisan Almarhum 

Nyoman Putra dan Almarhum Ni 

Made Raka kipeg anak perempuan 

yang bernama Putu Ayu Aryaningsih 

anak yang berstatus pradana 

(perempuan) berhak mendapatkan atas 

sebagian atau setengah dari harta 

warisan yang diterima oleh anak yang 

berstatus kapurusa laki-laki.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang 

merupakan ahli waris kapurusa yang 

sah dan pembagian tanah sengketa 

tersebut adalah   

a. Putu Gede Swamba mendapatkan 
bagian 1 (satu) bagian tanah milik 
Almarhum Nyoman putra 

b. Made Sugiartha mendapatkan 
bagian 1 (satu) bagian tanah milik 
Almarhum Nyoman putra 

c. Made Sukma Rahyana (anak laki-
laki keturunan dari Nyoman Gede 
July Adnyana Putra (almarhum) 
mendapatkan bagian 1 (satu) 
bagian tanah milik Almarhum 
Nyoman putra 

d. Putu Yama Raditya dan Made 
Bisama Widura(Penggugat 3) 
(anak laki-laki keturunan dan Ketut 
Gede Budhiasa (almarhum) 
mendapatkan bagian 1 (satu) 
bagian tanah milik Almarhum 
Nyoman putra 

e. Dr. Gede Putu Meiyadnya 
(Penggugat 2) mendapatkan 
bagian 1 (satu) bagian tanah milik 
Almarhum Nyoman putra 

f. Agus Lokajaya Poetra (Penggugat 
1) mendapatkan bagian 1 (satu) 
bagian tanah milik Almarhum 
Nyoman putra 

g. Putu Ayu Aryaningsih 
mendapatkan bagian ½ bagian 
tanah milik Almarhum Nyoman 
Putra 
 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Masyarakat bali menganut sistem 

kekerabatan Patrilineal yaitu garis 

keturunan ditarik melalui garis laki-

laki atau purusa. Oleh karena itu, anak 
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perempuan atau anak yang berstatus 

pradana bukanlah ahli waris. Anak 

perempuan yang melangsungkan 

perkawinan keluar akan meninggalkan 

keluarga asalnya dan masuk ke 

keluarga suaminya. Maka ia dianggap 

tidak mampu lagi untuk melaksanakan 

kewajiban (swadharma) dikeluarga 

asal. Esensi pewarisan dalam hukum 

adat bali adalah keseimbangan antara 

hak (swadikara) dan kewajiban 

(swadharma) karena anak perempuan 

dianggap tidak dapat melanjutkan 

swadharmanya apabila menikah 

keluar, konsekuensinya adalah ia juga 

tidak mendapatkan hak mewaris. 

Sedangkan anak laki-laki/purusa akan 

melaksanakan tanggung jawab 

keluarga dan keturunannya yang 

terbagi menjadi tiga dalam hal 

parahyangan (keyakinan hindu), 

pawongan (umat hindu) dan 

palemahan (pelestarian lingkungan 

alam sesuai dengan keyakinan hindu). 

Begitu besarnya tanggung jawab yang 

dipikul anak laki-laki maka ia berhak 

atas hak mewaris.  

Pemikiran mengenai persamaan 

kedudukan anak perempuan dengan 

anak laki-laki pun berkembang hingga 

akhirnya mendapat perhatian oleh 

Majelis Utama Desa Pakraman Bali 

(MUDP) yang menyelenggarakan 

Pasamuhan Agung III pada tanggal 15 

oktober 2010 MUDP mengeluarkan 

keputusan dengan nomor 

01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 

yang menyepakati adanya hak waris 

bagi perempuan Bali. 

a. Putusan Mahkamah Agung 

terhadap kasus-kasus kewarisan 

adat yang terjadi pada masyarakat 

adat di Bali khususnya yang 

menyangkut hak waris seorang 

anak perempuan dalam 

keluarganya, pada umumnya selalu 

mempertimbangkan ada tidaknya 

pemberian status adat sentana rajeg 

(ahli waris sekaligus pelanjut 

keturunan bagi keluarganya) 

terhadap anak perempuan tersebut. 

Kemudian yang menjadi 

pertimbangan berikutnya adalah 

status perkawinan anak perempuan 

tersebut. Satu-satunya bentuk 

perkawinan adat di Bali yang 

memungkinan seorang anak 

perempuan untuk tetap 

mempertahankan kedudukannya 

sebagai ahli waris dalam 

keluarganya adalah perkawinan 

adat nyeburin atau dikenal juga 
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dengan istilah nyentana. Apabila 

seorang anak perempuan terbukti 

secara sah telah berstatus sebagai 

seorang sentana rajeg dan 

kemudian menurut hukum adat 

yang berlaku dibali telah 

dinyatakan sah melakukan 

perkawinan adat nyeburin, maka 

anak perempuan tersebut tetap 

berhak menjadi ahli waris dalam 

keluarganya sekaligus menjadi 

pelanjut keturunan bagi garis 

keturunan ayahnya. Akan tetapi 

putusan Mahkamah Agung tersebut 

tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan 

diseluruh masyarakat adat yang ada 

di bali, mengingat tidak semua 

kelompok masyarakat adat yang 

ada di Bali mengenal dan 

melaksanakan bentuk perkawinan 

adat nyeburin. Sehingga bisa 

disimpulkan bahwa putusan 

mahkamah agung tersebut hanya 

belaku bagi masyarakat adat yang 

mengenal dan melaksanakan 

bentuk perkawinan adat nyeburin 

tersebut. 

b. Kedudukan anak perempuan dalam 

sistem waris adat bali sebelum 

keputusan nomor 01/Kep/PSM-

3/MDP Bali/X/2010 tentang hasil-

hasil Pasamuhan Agung III MDP 

(Majelis Desa Pakraman) Bali 

terbagi menjadi dua yaitu, sebelum 

dan sesudah tahun 1900. Tahun 

1900 dijadikan patokan dan melihat 

perkembangan kedudukan anak 

perempuan dalam hal mewaris 

karena pada tahun tersebut terdapat 

Peswara (peraturan) pewarisan 

yang dibuat oleh Residen Bali dan 

Lombok bersama pendeta Hindu 

yang mengatur hukum waris bagi 

penduduk hindu bali dari kabupaten 

buleleng/Bali Utara dan Akhirnya 

diberlakukan juga untuk penduduk 

Hindu Bali di bali selatan. Sebelum 

tahun 1900, pewarisan pada 

masyarakat bali didasarkan atas 

kebiasaan. Ahli waris anak laki-laki 

karena prinsip garis keturunan 

ditarik melalui garis keturunan 

Purusa, anak perempuan tidak 

menjadi ahli waris, namun apabila 

ia belum kawin dan masih berada di 

kediaman orang tuanya ia 

mempunyai hak atas harta warisan 

namun hanya sebatas menikmati. 

Sedangkan apabila anak perempuan 

tersebut kawin keluar maka akan 

diberikan bekal oleh orangtua yang 

akan menjadi harta bawaan istri dan 
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terpisah dari harta Bersama suami 

dan istri, yang disebut dengan jiwa 

dana. Jiwa dana berupa sejumlah 

harta benda baik tanah, sawah, 

lading atau benda berharga lainnya 

yang merupakan pemberian orang 

tua. Sedangkan menurut peswara 

1900, kedudukan anak perempuan 

dalam pewarisan tetap hanya pada 

menikmati warisan dan tidak untuk 

mengurus, meneruskan atau 

memilikinya, anak perempuan 

hanya dapat menikmati harta 

warisan selama ia tinggal dalam 

rumah dalam artian tidak menikah. 

Apabila ia menikah maka bagian 

warisan yang diterima akan dibagi 

antara ahli waris lain yang berhak 

menerima harta yaitu anak laki-laki 

atau keluarga laki-laki terdekat. 

Syarat anak perempuan untuk dapat 

menikmati harta warisan apabila ia 

tidak menikah adalah wajib 

bertingkah laku baik, tidak 

meninggalkan rumah, tidak boleh 

melepaskan atau menggadaikan 

barang yang diterimanya tanpa ijin 

dari ahli waris lain atau anggota 

keluarga lelaki sedarah terdekat 

jika semua ahli adalah perempuan. 

Jika orangtua ingin memberikan 

harta kepada anak perempuan yang 

kawin keluar maka orang tua tetap 

dapat memberikan jiwa dana 

sebagai harta bawaan ke dalam 

pernikahan.  

c. Setelah keputusan No 

01/KEP/PSM-3/MDP BALI/2010 

Tentang hasil-hasil Pasamuhan 

Agung III MDP (Majelis Desa 

Pakraman) Bali, kedudukan anak 

perempuan dalam pewarisan 

memiliki perkembangan yang 

pesat. Kedudukan anak terhadap 

harta pusaka dan harta gunakaya 

yaitu: pertama, anak kandung (laki-

laki atau perempuan) serta anak 

angkat (laki-laki atau perempuan) 

berhak atas harta gunakaya orang 

tuanya, kedua anak kandung (laki-

laki atau perempuan) serta anak 

angkat (laki-laki atau perempuan) 

berhak atas harta gunakaya 

orangtuanya, sesudah dikurangi 

sepertiga sebagai harta bersama 

yang dikuasai bukan dimiliki oleh 

anak yang melanjutkan swadharma 

atau tanggung jawab orang tuanya, 

ketiga anak yang berstatus 

kapurusa berhak atas satu bagian 

dari harta warisan, sedangkan yang 

berstatus pradana/ninggal kadaton 
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terbatas berhak atas sebagian atau 

setengah dari harta warisan yang 

diterima seorang anak yang 

berstatus kapurusa, keempat dalam 

hal pembagian warisan anak yang 

masih dalam kandungan 

mempunyai hak yang sama dengan 

anak yang sudah lahir sepanjang 

dilahirkan hidup, kelima anak yang 

ninggal kadaton penuh tidak berhak 

atas harta warisan tetapi dapat 

diberikan bekal (jiwa dana) oleh 

orang tuanya dari harta gunakaya 

tanpa merugikan ahli waris. 

Berdasarkan keputusan tersebut 

dapat disimpulkan sebelum harta 

keluarga diwariskan kepada anak-

anak, harta harus dipilah menjadi 

dua. Pertama harta pusaka yang 

diwariskan turun temurun sebagai 

harta Bersama yang tidak bisa 

dibagi karena merupakan sarana 

memelihara warisan immaterial. 

Penguasaannya dan bukan 

pemilikan diserahkan kepada anak 

kepurusa. Kedua harta guna kaya 

atau harta hasil usaha orang tuanya 

yang masih bisa dibagi dengan 

proporsi ategen asuwun (dua 

berbanding satu) atau 1:2 antara 

anak perempuan dan anak laki-laki. 

Namun harta yang dibagi itu 

sebelumnya harus dikurangi dulu 

oleh harta Bersama sebesar 

sepertiga dari guna kaya untuk 

kepentingan Bersama keluarganya. 

Keputusan ini akan menjadi acuhan 

apabila terjadi sengketa waris. 

Ketika pengadilan harus 

memutuskan perkara sengketa 

waris, maka keputusan ini akan 

menjadi acuan atau payung hukum 

dan pengurus adat akan menjadi 

saksi ahli. Selain itu Keputusan 

Pasamuhan Agung III akan menjadi 

pedoman dalam revitalisasi hukum 

adat bali melalui penyurataan awig-

awig desa pakraman. 

2. Saran 

a. Majelis Utama Desa Pakraman Bali 

agar lebih menggiatkan sosialisasi 

mengenai keputusan Pasumuhan 

Agung III, terlebih mengenai hak 

mewaris perempuan Bali. MUDP 

tetap harus mensosialisasikan hal 

ini ke seluruh pelosok Bali agar 

masyarakat didaerah terpencil 

mengetahui pembaharuan dalam 

hukum waris adat bali. Sosialisasi 

dapat juga dilakukan dengan 

mengadakan diskusi publik, 

seminar dan juga melalui media 



14 
 

cetak maupun elektronik. Bendesa 

desa-desa pakraman seluruh bali 

agar diikutsertakan dalam 

sosialisasi ini. Berikut dengan 

pelatihan penyusunan awig-awig, 

mengigat salah satu fungsi MUDP 

adalah melakukan penyusunan 

awig-awig desa pakraman. Karena 

Keputusan Pasamuhan Agung III 

MUDP ini harus berlanjut dengan 

dibentuknya awig-awig didesa 

pakraman mengenai hak mewaris 

anak perempuan dalam hukum adat 

Bali. 

b. Institusi peradilan agar 

menggunakan keputusan 

pasamuhan agung III ini sebagai 

payung hukum atau acuan dalam 

menangani sengketa waris adat 

bali. Hal ini merupakan perwujudan 

dari sosialisasi dan implementasi 

dari keputusan ini. 

c. Akademisi dan masyarakat bali 

agar turut membantu sosialisasi 

keputusan pasamuhan agung III ini 

mengenai hak mewaris perempuan 

dalam hukum adat bali. Karena 

sebagai masyarakat bali harus 

bersinergi Bersama untuk 

mewujudkan implementasi dari 

keputusan ini.  
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